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RINGKASAN 

Upaya menuju kemandirian beras menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan 

pangan pada negara lain, namun ini merupakan tantangan yang berat. Kebutuhan lahan untuk 

pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Kebijakan perlindungan lahan 

sawah yang ada dan peningkatan produksi padi menjadi sangat strategis dalam sistem pangan, 

karena mencetak lahan pangan baru dihadapkan pada berbagai kendala. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Peraturan Bupati tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 tidak 

mampu sepenuhnya mencegah konversi lahan sawah. Konversi lahan sawah ini menyebabkan 

pasokan beras domestik semakin menurun dan kemandirian beras di Kabupaten Banyumas 

diperkirakan hanya sampai tahun 2029. Kesinambungan implementasi antar variabel penting, 

menjadi kunci tercapainya tujuan sistem, yaitu: 1) penetapan Peraturan Bupati tentang Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 2) penetapan skema insentif perlindungan lahan, 3) 

membangun database spasial lahan sawah secara detail, dan 4) pengembangan akses air irigasi 

menjadi variabel yang harus dijalankan pada tahap awal sebagai prioritas pertama, kemudian 

tahap berikutnya pemberdayaan kelompok tani prioritas kedua, dan peningkatan produktivitas 

tanaman padi sebagai tahan selanjutnya. Aktor yang menjadi kunci penggerak sistem, yaitu 

Bupati beserta dinas terkait (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda Litbang, Dinas 

Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), DPRD, 

ATR/BPN. 

Kata kunci: Aktor, insentif, konversi, produktivitas, spasial, irigasi 
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POLICY TOWARD RICE SELF-SUFFCIENCY IN BANYUMAS REGENCY 

CENTRAL JAVA 

 

ABSTRACT 

Efforts towards rice self-sufficiency are crucial to reduce dependency on other countries for food, yet this 

poses a significant challenge. The need for land for development leads to a reduction in agricultural land. Policies 

to protect existing rice fields and increase rice production are highly strategic in the food system, as creating new 

agricultural land faces various constraints. Research findings indicate that the Regent Regulation on Spatial 

Planning of Banyumas District 2011-2031 is not fully capable of preventing the conversion of rice fields. This 

conversion of rice fields leads to a further decline in domestic rice supply, and rice self-sufficiency in Banyumas 

District is estimated to only last until 2029. Continuity in the implementation among key variables is the key 

to achieving the system's goals, namely: 1) the establishment of Regent Regulation on Agricultural Land Use 

Planning (LP2B), 2) the establishment of incentive schemes for land protection, 3) building a detailed spatial 

database of rice fields, and 4) developing irrigation water access as a variable that must be prioritized in the 

initial stage, followed by empowering priority farmer groups in the next stage, and increasing rice crop productivity 

as the subsequent resilience measure. Key actors driving the system include the Regent along with relevant agencies 

(Department of Agriculture and Food Security, Regional Development Planning Agency, Department of Public 

Works in the Irrigation Sector, Department of Housing and Settlement Areas), Regional People's Representative 

Assembly (DPRD), and the National Land Agency (ATR/BPN). 

Keywords: Actor, conversion, incentive, irrigation, productivity, spatial 

 

PERNYATAAN KUNCI  

Beras merupakan makanan pokok bagi 

mayoritas penduduk Indonesia. Untuk itu 

beras menjadi komoditas yang sangat stra-

tegis karena merupakan kebutuhan pokok 

bagi kehidupan manusia. Negara wajib 

menyediakannya agar potensi krisis pangan 

tidak terjadi. Aspek ketersediaan beras 

menjadi penting, untuk itu mempertahankan 

eksistensi lahan sawah merupakan kebijakan 

yang sangat strategis. Hal ini mengingat 

membuka lahan pertanian baru dihadapkan 

pada berbagai kendala. Kompleksitas 

permasalahan membutuhkan pemodelan 

sistem untuk merepresentasikan sistem yang 

kompleks ke dalam model yang sederhana 

untuk mempermudah memahami dalam 

mengambil kebijakan.  

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Kesinambungan implementasi kebija-

kan memegang peran penting dalam 

mencapai keberhasilan dan keberlanjutan 

sistem pangan. Penetapan Peraturan Bupati 

tentang lahan sawah yang dilindungi (Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B),  

penetapan skema insentif perlindungan 

LP2B, membangun database spasial lahan 

sawah secara detail, dan pengembangan 
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akses air irigasi menjadi variabel yang harus 

dijalankan pada tahap awal sebagai kebijakan 

prioritas pertama. Tahap berikutnya pember-

dayaan kelompok tani sebagai prioritas 

kedua. Terakhir, peningkatan produktivitas 

tanaman padi sebagai prioritas ketiga. 

Monitoring dan evaluasi terhadap operasi-

onal, output dan outcome merupakan 

komponen pengendalian (feedback) atas 

penyimpangan sistem. Komitmen semua 

pemangku kepentingan (stakeholders), leader-

ship, dan ketegasan dalam implementasi 

harus terus dibangun dengan tetap menge-

depankan ruh pembangunan berkelanjutan. 

PENDAHULUAN 

Beras sebagai pangan dan merupakan 

kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, 

negara wajib menjamin ketersediaannya, 

keterjangkauannya, dan pemenuhan kon-

sumsi pangan yang cukup dan berkualitas 

secara merata di seluruh wilayah. 

Permasalahan pangan global dan gizi buruk 

terjadi karena beberapa sebab, di antaranya 

peningkatan populasi penduduk, pening-

katan konsumsi energi bidang pertanian, 

peningkatan permintaan bahan bakar nabati, 

dan transformasi pola konsumsi 

(Shcherbakova dan Shcherbakov, 2018). 

Upaya peningkatan produksi pangan 

domestik untuk kedaulatan dan kemandirian 

pangan menjadi penting untuk mengurangi 

ketergantungan pangan pada negara lain 

(Ruiz, 2016; Clapp, 2017), namun ini 

merupakan tantangan yang berat (Chaifetz 

dan Jagger, 2014). Kebutuhan lahan untuk 

pembangunan sarana prasarana menyebab-

kan terjadi berbagai permasalahan di sektor 

pertanian, salah satunya adalah semakin 

berkurangnya lahan pertanian. 

Konversi lahan sawah merupakan 

ancaman yang serius bagi ketahanan pangan 

karena nilai lahan (land rent) sawah lebih 

rendah dibandingkan dengan penggunaan 

lain dan lemahnya komitmen dalam 

perlindungan lahan sawah di masing-masing 

Kabupaten/Kota di Indonesia (Kulsum et 

al., 2015; Munibah et al., 2016; Barchia et al., 

2020). Wahyunto dan Widiastuti (2014), 

mengatakan selama periode 1990–2000 (10 

tahun) lahan sawah di Indonesia berkurang 

781.849 ha atau menyusut 78.184 ha/tahun. 

Selanjutnya Mulyani et al. (2016), 

mengatakan bahwa laju konversi sawah 

nasional periode 2000–2015 diperkirakan 

mencapai sekitar 96.512 ha tahun per tahun. 

Berdasarkan data Kementan RI (2020), 

lahan sawah di Indonesia tahun 2015 seluas 

8.092.907 ha dan tahun 2018 berkurang 

seluas 628.956 ha menjadi 7.463.948 ha, 

dengan laju konversi rata-rata 157.240 ha 

tahun per tahun. 

Kenyataan di atas menyebabkan 

swasembada beras tidak dapat dipertahan-

kan. Guna menjaga stabilitas pasokan beras 

dalam negeri pemerintah memberlakukan 

kebijakan impor beras. Paipan dan Abrar 

(2020) menyatakan bahwa pada periode 

tahun 1992 sampai 2017, Import Dependency 
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Ratio (IDR) pemerintah Indonesia pada 

kisaran 0,1% sampai 13,6% dengan rata-rata 

3,5% per tahun. Berdasarkan data dari Pusat 

Data dan Sistim Informasi Pertanian 

Kementan (2022), hingga tahun 2021 untuk 

mencukupi kebutuhan beras di Indonesia 

masih melakukan impor dengan IDR antara 

tahun 2019-2021 sebesar 1,01%-1,27%. 

Semakin tinggi nilai IDR menunjukkan 

bahwa ketergantungan terhadap impor 

semakin tinggi. Selanjutnya dikatakan bahwa 

nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) 

rata-rata -0,9 yang mengindikasikan bahwa 

Indonesia merupakan negara pengimpor 

beras. Databoks (2024) menyampaikan 

bahwa pada tahun 2023, Indonesia sudah 

melakukan impor beras sebesar 3,06 juta 

juta, meningkat sebesar 613,61% dibanding-

kan tahun 2022. 

Kebijakan impor, selain menjadikan 

ketergantungan pada negara lain, juga akan 

berpengaruh terhadap kejatuhan harga 

eceran beras di tingkat petani akibat 

meningkatnya jumlah beras impor di pasaran 

(Purbiyanti et al., 2017). Untuk itu, upaya 

mempertahankan dan meningkatkan 

produksi beras domestik menjadi sangat 

penting, meskipun ini dihadapkan pada 

tantangan yang berat. Tantangan tersebut di 

antaranya adalah penduduk terus bertambah, 

alih fungsi lahan sawah sulit dikendalikan, 

cetak sawah baru tidak mudah (Mulyani et al., 

2017), ketergantungan terhadap beras tinggi 

(Aryani, 2018), kebutuhan lahan untuk 

pembangunan meningkat sehingga lahan 

subur semakin berkurang (Kaswanto et al., 

2021; Swastika et al., 2021), land rent sawah 

relatif rendah, implementasi regulasi 

perlindungan lahan sawah belum optimal 

(Daulay et al., 2016; Kaswanto et al., 2021), 

dan sebaran produksi padi tidak merata 

(Mantali et al., 2021). 

Lahan sawah di pulau Jawa sekitar 

46,54% dari luas sawah nasional (Kementan, 

2020) dengan kontribusi produksi padi 

nasional mencapai sekitar 55%-57% (BPS, 

2020). Konversi yang terus berjalan dari 

tahun ke tahun tanpa diupayakan pengen-

dalian yang serius akan menjadi ancaman 

bagi penyediaan beras nasional. Selama 

periode 1995–2013 konversi lahan sawah di 

pulau Jawa mencapai 370.000 ha (Febriana, 

2017). Data Kementan (2020) menunjukkan 

konversi sawah di pulau Jawa periode 2010–

2017 mencapai 112.161 ha.  

Jawa Tengah dengan luas lahan sawah 

mencapai 1.049.661 ha (14,06%) merupakan 

lumbung beras nasional kedua setelah Jawa 

Timur. Kabupaten Banyumas yang 

beribukota di Purwokerto sebagai Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan 

agropolitan di Provinsi Jawa Tengah bagian 

selatan menjadikan wilayah Purwokerto dan 

sekitarnya rawan terjadi konversi lahan 

sawah. Peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Banyumas sebesar 9.818 jiwa 

tahun per tahun akan menuntut peningkatan 

kebutuhan bahan pangan, kebutuhan lahan 



 
Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan  Vol. 11 No. 1 April 2024 

 

37 

untuk permukiman, dan tuntutan pengem-

bangan wilayah menyebabkan tekanan 

terhadap lahan pertanian termasuk sawah 

semakin kuat. Regulasi RTRW yang ada tidak 

efektif dalam melindungi lahan sawah, 

sehingga perubahan penggunaan lahan 

sawah di Kabupaten Banyumas secara masif 

terus terjadi. 

Sejalan dengan uraian di atas, 

membangun pertanian berkelanjutan dalam 

konteks kemandirian pangan di suatu 

wilayah akan dihadapkan pada permasalahan 

yang kompleks. Melalui pendekatan sistem 

diharapkan dapat diidentifikasi berbagai 

variabel dan komponen yang terlibat dan 

dapat distrukturkan ke dalam model yang 

lebih sederhana sehingga penanganan 

permasalahan dapat dilakukan secara kom-

prehensif dan sistematis. Pemodelan sistem 

diharapkan dapat mendeskripsikan berbagai 

komponen atau variabel yang terkait dan 

berpengaruh untuk membantu dalam 

merumuskan kebijakan dalam perlindungan 

lahan sawah dan kemandirian beras pada 

level administrasi Kabupaten Banyumas, 

sehingga kontribusi dalam menunjang 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 

pangan nasional dapat berkelanjutan. 

Kajian ini dilakukan berdasarkan 

pemodelan spasial dan pemodelan dinamis. 

Pemodelan spasial dilakukan berdasarkan 

hasil interpretasi visual citra SPOT tahun 

2007, 2014 dan 2019. Berdasarkan sebaran 

lahan sawah ketiga periode tahun tersebut 

dilakukan analisis dengan Land Change 

Modeler (LCM) dalam software TerrSet dan 

selanjutnya dilakukan prediksi lahan sawah 

tahun 2031 dan 2014. Berdasarkan data 

konversi lahan sawah tahun 2007 hingga 

2014 dan beberapa data terkait, dibangun 

model dinamis untuk memahami dinamika 

pasokan beras di Kabupaten Banyumas 

sampai tahun 2045. 

SITUASI TERKINI 

Tanah yang berkembang di wilayah 

Kabupaten Banyumas tergolong ke dalam 

ordo inceptisols (71,65%) dan ultisols 

(15,96%). Ordo tanah lain yang dijumpai 

secara berurutan adalah alfisols (6,39%), 

entisols (3,93%), andisol (1,03%) dan oxisols 

(1,03%). Tanah ini berkembang pada bentuk 

lahan (landform) volkanik (Gunung Slamet), 

tektonik dan alluvial. Lahan yang 

berkembang dari pengaruh volkanik pada 

umumnya mempunyai tingkat kesuburan 

yang lebih tinggi dibandingkan lahan yang 

berkembang dari bahan lainnya (Wahyunto 

dan Widiyastuti, 2014). Curah hujan tahunan 

di wilayah Kabupaten Banyumas berkisar 

2789 mm-4523 mm dengan 6-8 bulan basah 

(BB) dan 2-3 bulan kering (BK). Kondisi ini 

termasuk dalam klasifikasi zona iklim 

Oldeman ke dalam C2 dan B2. Suhu berkisar 

antara 25,78-27,90°C. Berdasarkan SK 

Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK–

PG.03.03/XII/2019, lahan baku sawah di 

Kabupaten Banyumas seluas 30.896,31 ha, 

tersebar mulai ketinggian 6 mdpl sampai 700 
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mdpl (Gambar 1), dan sekitar 76,96% berupa 

sawah irigasi. 

 

Gambar 1. Lahan baku sawah  Kabupaten 

Banyumas 

Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Kabupaten Banyumas melaporkan, bahwa 

selama periode tahun 2018 sampai 2020, luas 

tanam dan produksi padi sawah di 

Kabupaten Banyumas cenderung turun. 

Tahun 2018 luas tanam padi seluas 69.973,8 

ha dengan produksi 406.071 ton dan pada 

tahun 2020 seluas 62.781,0 ha dengan 

produksi 365.034 ton. Indeks Pertanaman 

(IP) rata-rata 200% (IP200) dan 

produktivitas rata-rata 5,8 ton/ha.  

Hasil interpretasi citra SPOT 

menunjukkan luas lahan sawah di Kabupaten 

Banyumas pada tahun 2007 seluas 31.774,57 

ha, tahun 2014 seluas 31.300,70 ha dan tahun 

2019 seluas 30.543,92 ha. Penurunan luas 

lahan sawah di Kabupaten Banyumas dari 

tahun 2007 sampai 2019 mencapai luasan 

sekitar 1.231 ha (3,87%) (Tabel 1).  

Fenomena konversi lahan sawah yang 

terjadi di Kabupaten Banyumas menjadi 

ancaman yang serius karena dampak yang 

ditimbulkan terhadap pasokan pangan 

domestik bersifat permanen dan kumulatif. 

Pada tahun 2045 diperkirakan luas lahan 

sawah di kabupaten Banyumas menjadi 

29.159,6 ha dengan tingkat konversi dari 

tahun 2019 sampai tahun 2045 seluas 1.384 

ha (4,53%) (Tabel 2).  

Tabel 1. Penurunan lahan sawah 2007-2019 

di Kabupaten Banyumas 

Lahan 
Perubahan lahan (ha) 

2007-2014 2014-2019 

Sawah -473,8 -756,8 

Bukan sawah +473,8 +756,8 

Tabel 2. Potensi penurunan luas lahan sawah 

tahun sampai 2045 

Lahan 
Perubahan lahan (ha) 

2019-2031 2031-2045 

Sawah -492,2 -891,6 

Bukan sawah +492,2 +791,6 

Arah pergerakan konversi lahan sawah 

periode tahun 2007 sampai 2029 secara 

visual cenderung bergerak ke arah timur dan 

utara dari pusat Ibukota Kabupaten 

Banyumas (Purwokerto), dengan mean center 

ke timur laut. Berdasarkan analisis mean center 

diketahui bahwa arah konversi lahan sawah 

cenderung ke arah utara (Gambar 2).  

Sebaran konversi tersebut diduga 

dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor 

pendorong di antaranya kondisi lingkungan 

fisik yang sesuai untuk permukiman, relatif 

datar dan merupakan dataran kaki volkan 
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Gunung Slamet, kemudian lokasi kampus 

Universitas Jenderal Soedirman dan kawasan 

wisata Baturaden di sebelah utara, kampus 

Universitas Muhammmadiyah Purwokerto 

dan pusat kota Kabupaten Purbalingga di 

sebelah timur. 

Hasil pemodelan sistem dinamis 

menunjukkan bahwa pasokan (produksi) 

beras domestik mulai defisit pada tahun 2026 

(Gambar 3), dan kemandirian beras di 

wilayah Kabupaten Banyumas dapat 

bertahan hingga tahun 2029 (Tabel 3). 

 

Gambar 2.  Sebaran konversi lahan sawah 

periode 2007 sampai 2019 

 

Gambar 3. Dinamika pasokan dan 

kebutuhan beras 

 

 

Tabel 3. Neraca kemandirian beras di 

Kabupaten Banyumas 

Tahun 
Pasokan 

(ton) 
Kebutuhan 

(ton) 
Stok cadangan 

(ton) 

2022 192.858 185.161 7.696 

2023 192.453 186.828 13.321 

2024 192.048 188.509 16.860 

2025 191.645 190.206 18.299 

2026 191.243 191.918 17.624 

2027 190.841 193.645 14.820 

2028 190.440 195.388 9.872 

2029 190.040 197.146 2.766 

2030 189.641 198.921 -6.513 

2031 189.243 200.711 -11.468 

2045 183.755 227.535 -43.780 

ANALISIS DAN ALTERNATIF 

SOLUSI  

Berdasarkan model dinamis di atas, 

guna meningkatkan jaminan kecukupan 

beras di Kabupaten Banyumas dapat 

dilakukan dengan perbaikan beberapa 

komponen dalam sistem, yaitu: 1) mencegah 

semakin berkurangnya lahan sawah dengan 

implementasi regulasi perlindungan lahan 

sawah, 2) meningkatkan luas tanam padi 

dengan meningkatkan Indeks Pertanaman 

(IP), 3) peningkatan produktivitas dan 

produksi padi sawah, 4) penurunan tingkat 

ketergantungan konsumsi beras dengan 

diversifikasi pangan lokan non beras, dan 5) 

pengendalian pertumbuhan penduduk. 

Jumlah konsumsi perkapita dan 

pertumbuhan penduduk merupakan variabel 

yang sifatnya tidak dapat dikontrol, bentuk 

kebijakan yang dapat dilakukan adalah 
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berupa kampanye, sosialisasi dan melalui 

pendidikan. Oleh karena itu dengan 

intervensi ketersediaan lahan sawah dengan 

implementasi regulasi LP2B, indeks 

pertanaman dengan pengembangan akses 

irigasi, produktivitas padi dengan rekayasa 

teknologi budidaya padi merupakan tindakan 

yang sangat strategis untuk mencapai tingkat 

jaminan kecukupan beras di masa 

mendatang. Pemberlakuan regulasi tentang 

perlindungan lahan sawah melalui perangkat 

Peraturan Bupati setidaknya dapat menjamin 

keberadaan lahan sawah di suatu wilayah 

(Gambar 4).  

 

Keterangan : BAU: business as usual; Alt1: alternatif 

LSD 30.544; Alt2: alternatif LSD 30.201  

ha; Alt3: alternatif LSD 26.953 ha ; Alt 

4: alternatif LSD 23.502 ha 

Gambar 4. Ketersediaan lahan sawah 

berdasarkan empat alternatif 

zona perlindungan 

Simulasi model dinamis menunjukkan 

bahwa dengan perlindungan lahan sawah 

yang ada, kemandirian beras di Kabupaten 

Banyumas tetap sampai tahun 2029 (Tabel 

4). Kondisi ini mengindikasikan bahwa luas 

lahan sawah yang ada sudah dalam kondisi 

rawan terkait dengan penyediaan beras 

domestik bagi  kebutuhan penduduk 

setempat. 

Tabel 4. Neraca kemandirian beras 

berdasarkan alternatif zona 

lahan sawah yang dilindungi 

seluas 30.544 ha 

Tahun 
Pasokan 

(ton) 
Kebutuhan 

(ton) 
Stok cadangan 

(ton) 

2022 192.858 185.161 7.696 

2023 192.453 186.828 13.321 

2024 192.048 188.509 16.860 

2025 191.645 190.206 18.299 

2026 191.243 191.918 17.624 

2027 191.243 193.645 15.222 

2028 191.243 195.388 11.076 

2029 191.243 197.146 5.173 

2030 191.243 198.921 -2.505 

2031 191.243 200.711 -9.468 

2045 191.243 227.535 -36.292 

Pada Tabel 4 tersebut ditunjukkan 

bahwa pemberlakukan regulasi LP2B seluas 

lahan sawah yang ada saat ini belum 

sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan 

semakin berkurangnya pasokan beras 

domestik. Ketimpangan antara pasokan dan 

kebutuhan beras akan tetap terjadi mulai 

tahun 2026, dan kemandirian beras hanya 

sampai tahun 2030. Hal tersebut disebabkan 

karena kebutuhan beras semakin meningkat 

seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk dari tahun ke tahun, sedangkan 

luas lahan sawah semakin berkurang. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa 

perlindungan keberadaan lahan pertanian 
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pangan sangat vital terkait dengan 

pemenuhan pangan generasi mendatang. 

Semakin berkurang lahan sawah akan 

semakin rawan dan potensi krisis beras 

semakin tinggi. Untuk itu perlu dilakukan 

transformasi sistem pangan secara 

terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, yaitu 

mencakup ketersediaannya, keterjangkauan-

nya dan pola konsumsinya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

diketahui bahwa implementasi perlindungan 

lahan sawah menjadi sangat penting guna 

mencapai keberlanjutan pangan. Tanpa 

perlindungan lahan sawah yang ada saat ini, 

kemandirian pangan akan semakin terancam. 

Namun, hanya dengan kebijakan perlin-

dungan lahan sawah saja ternyata tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan kemandirian 

beras. Oleh karena itu selain implementasi 

perlindungan lahan sawah diperlukan 

intervensi beberapa komponen terkait agar 

kecukupan dan atau ketersediaan beras 

domestik dapat dipertahankan dan atau 

ditingkatkan.  

Peningkatan IP merupakan salah satu 

alternatif yang tepat, mengingat cetak sawah 

baru di wilayah Kabupaten Banyumas sulit 

dilaksanakan. Peningkatan IP dapat dilaku-

kan dengan pengembangan jaringan irigasi 

dan perbaikan dalam pengelolaannya. Untuk 

itu informasi status irigasi untuk setiap petak 

sawah harus dapat dipetakan secara detail, 

sehingga pengaturan pola tanam dapat 

direncanakan dengan tepat dan pengem-

bangan jaringan irigasi atau peningkatan 

akses air irigasi dapat dilaksanakan sesuai 

kebutuhan.  

Irigasi menjadi komponen pokok 

yang harus dapat menjamin ketersediaan air 

sesuai kebutuhan. Kemudahan akses air 

sangat penting untuk mengatur pola tanam 

padi. Untuk itu keberadaan infrastruktur 

irigasi, baik sistem bendungan maupun 

sistem pompa menjadi komponen yang 

sangat penting dalam kaitannya dengan 

perlindungan lahan sawah dan kecukupan 

beras di suatu wilayah. 

Upaya peningkatan produksi padi 

dilakukan dengan intervensi peningkatan 

luas tanam melalui peningkatan IP dengan 

pengembangan akses irigasi, dan pening-

katan produktivitasnya dengan rekayasa 

teknologi budidaya mulai dari perbaikan 

bibit unggul sampai pasca panen. 

Produktivitas menunjukkan jumlah produksi 

per satuan luas tanam. Produksi suatu 

tanaman ditentukan oleh interaksi antara 

tanaman dan komponen lahan. Potensi lahan 

untuk menghasilkan suatu tanaman sangat 

ditentukan oleh karakteristik lahannya.  

Hasil penelitian uji varietas padi di 

beberapa lokasi menunjukkan produktivitas 

yang bervariasi. Di Jepara Provinsi Jawa 

Tengah produktivitas padi mencapai kisaran 

7.700 kg/ha sampai 9.500 kg/ha (Suhendra, 

2010), dan di Sragen kisaran 6.230 kg/ha 

sampai 7.250 kg/ha (Hartono dan 

Karyaningsih, 2017). Penelitian di Jawa 
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Timur mencapai kisaran 7.080 kg/ha sampai 

7.390 kg/ha (Krismawati dan Arifin, 2011) 

dan di Karawang Jawa Barat potensi 

mencapai kisaran 8.020 kg/ha sampai 8.100 

kg/ha (Rohaeni dan Ishaq, 2015). Sedangkan 

di luar Jawa, yaitu di Sumatera Utara 

mencapai kisaran 7.000 kg/ha sampai 8.400 

kg/ha (Chaeruman, 2013), di Kutai 

Kertanegara mencapai kisaran 6.900 kg/ha 

sampai 7.200 kg/ha (Syakhril et al., 2014), di 

Sulawesi Selatan mencapai kisaran 6.890 

kg/ha  sampai 8.140 kg/ha  (Arnama, 2020), 

dan di Bali mencapai kisaran 7.200 kg/ha 

sampai 8.000 kg /ha (Sari et al., 2020). 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan 

skenario perlindungan lahan sawah dan 

upaya peningkatan jaminan kecukupan dan 

kemandirian beras di Kabupaten Banyumas 

disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Skenario intervensi 

Variabel 

penyusun model 
Pesimis Moderat Optimis 

Luasan sawah 

yang dilindungi 

/LSD (ha) 

23.502 26.953 30.210 

IP (%) 210 220 230 

Produktivitas 

(kg/ha) 
5.900 6.000 6.200 

Simulasi model menunjukkan bahwa 

skenario pesimis mampu mempertahankan 

kemandirian beras sampai tahun 2038, 

skenario moderat dapat memperpanjang 

kemandirian beras sampai tahun 2049, dan 

skenario optimis mampu memperpanjang 

kemandirian beras sampai tahun 2067 

(Gambar 6).  

 

Gambar 6. Dinamika kemandirian beras 

berdasarkan BAU, skenario 

pesimis, moderat dan optimis 

Berkenaan dengan upaya penyediaan 

pangan nasional dengan meningkatkan 

pasokan beras nasional, pemerintah telah 

menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) dan dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP), dan beberapa 

Peraturan Menteri. Dalam regulasi tersebut 

dinyatakan bahwa seluruh wilayah pemerin-

tah pusat dan pemerintah daerah diharuskan 

melakukan revisi tata ruang dan kawasan 

LP2B harus dipetakan dan ditetapkan dalam 

RTRW. Kebijakan yang dapat dilakukan 

terkait perlindungan lahan sawah dan kecu-

kupan beras Kabupaten Banyumas, yaitu:  

1. Penetapan Peraturan Bupati tentang 

LP2B, disertai perumusan dan penetapan 

skema insentif perlindungan LP2B , serta 

membangun database spasial lahan sawah 

secara detil berbasis Pemerintahan 

Desa/Kota, 
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2. Pengembangan akses air irigasi dan 

pemberdayaan kelompok tani sebagai 

mitra petani dan pengelola kawasan 

produksi padi, 

3. Peningkatan produktivitas tanaman padi 

sesuai spesifik lokasi, rekayasa teknologi 

budidaya padi. 
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